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TENTANG I

POLA TATA KEWLA PADA BLJO PUSKESMAS
DIKOTABANJARB~U

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Kota
Banjarbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)Puskesmas Kota Banjarbaru yang menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah dengan status penuh maka untuk kelancaran
pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum
Daerah, diperlukan pengaturan mengenai Tata Kelola
Pada BLUDPuskesmas Kota Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, .perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan
Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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5. Undang-Undang Nomor] 23 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas I Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indon~sia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Nomor
5679); I

!

6. Peraturan Pemerintah Nbmor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan I Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara RepJ,blik Indonesia Tahun 2005

I

Nomor 49, Tambahan i Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503)' sebagaimana telah diubah
dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum: (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Pelayanan Umum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kota .Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANWALIKOTATENTANGTATAKELOLAPADA
BLUDPUSKESMASDI KOTABANJARBARU

BAB.I
KETENTUAN'UMUM

Pasa11

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Walikota adalah Walikota Banjarbaru ..
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Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kawenangan daerah otonom.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bwtjarbaru.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

I
Badan Layanan Umum Daerah yang i selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kapada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam malakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

I

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yabg selanjutnya disebut PPK
BLUD,adalah pola pengelolaan keuang$ yang memberikan eksibilitas
berupa keluasaan untuk menerapkan] praktek-praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan 'umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan negara pada umumnya. .
Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota
Banjarbaru yang selanjutnya disebut UPI'D Puskesmas adalah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota
Banjarbaru yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
Pejabat Pengelola UPrD Puskesmas yang Selanjutnya disebut Pejabat
Pengelola adalah pimpinan UPI'D Puskesmas yang bertanggungjawab
terhadap kinerja operasional yang terdiri atas pemimpin, pejabat
keuangan, pejabat teknis umum, pejabat teknis UKP, pejabat teknis
UKM.
Pejabat Pangelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD,
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak
selaku Bendahara Umum Daerah.
UPI'DPuskesmas Kota Banjarbaru adalah Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Kesehatan KotaBanjarbaru yang melaksanakan sebagian teknis
operasional dan/ atau teknis kegiatan penunjang di Puskesmas.
BLUD Puskesmas Kota Banjarbaru adalah gabungan dari UPI'D
Puskesmas di Kota Banjarbaru yang menerapkan PPK-BLUD.
Pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab
terhadap kinerja operasional BLUDyang terdiri atas Kepala, Wakil
Kepala keuangan dan Wakil Kepala teknis yang sebutannya
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang
bersangkutan.

13. Kepala adalah Pimpinan BLUDPuskesmas.

3.

4.
5.

6.

7.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14. Koordinator Keuangan adalah pejabat koordinator keuangan, Bagian
umum serta perencanaan dan evaluasi yang bertanggungjawab kepada
Kepala BLUDPuskesmas.

15. Koordinator Teknis adalah pejabat koordinator terhadap upaya
kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat dan
Puskesmas.
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16. Bendahara Penerimaan adalah Pejabaf yang mengelola pelaksanaan
pengurusan penerimaan dan pendapjtan dana pendapatan JKN,
retribusi yang diperdakan di Puskesma,.

17. Bagian Umum adalah Pejabat yang melaksanakan pengelolaan
administrasi, kehumasan, kepegawaian, aset dan urusan rumah
tangga BLUDPuskesmas. I

18. Perencanaan dan Evaluasi adalah pejab~t yang melaksanakan urusan
perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi
program BLUDPuskesmas. I

19. Koordinator Upaya Kesehatan perorangan, Koordinator Upaya
Kesehatan Masyarakat.

20. Pegawai BLUDadalah pegawai yang berr.tatus PNSdan Non PNS.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan ?alam bentuk kas dan tagihan

BLUDyang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar ~embali.

22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkatan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

23. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana
lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan
operasionai BLUD.

24. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD,yang selanjutnya disebut RBA,
adalah dokumen perencanaan bisnis den penganggaran yang berisi
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.

25. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah
spesitikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan
BLUDPuskesmas kepada masyarakat.

26. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.

27. Tata Kelola BLUD Puskesmas adalah: acuan penyelenggaraan bagi
Pengelola BLUDPuskesmas dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru.

28. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas Kota
Banjarbaru. ;

29. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKPadalah setiap
kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan, mericegah dan menyembuhkan
penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

30. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
serta. swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta
menengah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di
masyarakat.

31. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah
perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan
pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUDuntuk
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan
sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
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,
32. Limbah medis adalah hasil buangan] yang berasal dari instalasi

kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium dengan kategori jenis
limbah berupa Iimbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi,
kimia, kemasan bertekanan dan logamlkrat.

I
BAB II I

POLATATAKELOr

Bagian Kesatu I
Identitas BLUDPuskfsmas

I
Pasal2 I

(1) Nama unit kerja yang menerapkarr PPK-BLUD adalah BLUD
Puskesmas. I

(2) Bentuk KelembagaanBLUDPuskesmasladalah gabungan dari semua
Puskesmas atau sub unit kerja BLUD,Puskesmas Kota Banjarbaru
yang menerapkan PPK-BLUDdengan status penuh.

(3) Sub unit kerja BLUD Puskesmas Kdta Banjarbaru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)terdiri dari:
a. Puskesmas Banjarbaru Selatan, beralamat di Jl. RambaiTimurNo,

1Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan;
b. Puskesmas Rawat Inap Cempaka JI. Mistar Cokrokosumo RT.27
Kelurahan Sungai TiungKecamatanCempaka;

BagianKedua
Visi,Misi,dan Nilai-NilaiDasar BLUDPuskesmas

Pasa13

(1) Visi BLUDPuskesmas adalah menjadi institusi pengelola pelayanan
kesehatan primer terbaik di Indonesia.

(2) MisiBLUDPuskesmas adalah:
a. memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat beserta
lingkungannya;
Puskesmas selalu berupaya memelihara dan meningkatkan
kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat
yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di wilayah keIjanya,
tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan
teknologi kesehatan yang sesuai. Upaya pemeliharaan dan
peningkatan yang dilakukan puskesmas mencakup pula aspek
lingkungan dari yang bersangkutan. Memberikan layanan
Kesehatan Perorangan strata pertama.

b. mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan
masyarakat KotaBanjarbaru; .
Puskesmas selalu berupaya setiap keluarga dan masyarakat yang
bertempat tinggal di wilayah kerjanya semakin berdaya di bidang
kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan
menuju kemandirian untuk hidup sehat,

c. memelihara dan meningkatkan mutu Petayanan kesehatan
perorangan;
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Puskesmas menyelenggarakan pelatanan kesehatan yang sesuai
dengan standar dan memuaskan ]masyarakat, mengupayakan
pemerataan pelayanan kesehatan rerta meningkatkan efisiensi
pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota
masyarakat. I

d. menyediakan data kesehatan; .1
Puskesmas menyediakan data kese1jlatanyang meliputi data UKP
dan UKM. i

(3) Nilaidasar penyelenggaraan BLUDPuskesmas adalah:
a. Ibadah kerja dan ikhlas; I

Pegawai BLUDmemulai pekerjaan df'ngan niat ibadah dan ikhlas;
b. Public Oriented. ,

Pegawai BLUDmengutamakan kepeftingan pelanggan;
c. Profesionalisme. I

Pegawai BLUD selalu memelihara kompetensi dan ke-
profesionalannya; ,

d. Responsibility.
Pegawai BLUD tanggap dalam memberikan pelayanan yang
bermutu dan aman;

e. Komunikatif.
Pegawai BLUD murah senyum, komunikatif dan memberi
informasi secara tuntas;

f. Keadilan.
Pegawai SLUD melayani pelanggan tanpa membedakan suku,
agama, jabatan dan status serta orientasi politik;

g. Konsistensi.
PegawaiBLUDselalu menjaga nama baik institusi;

Bagian Ketiga ,
Kedudukan BLUDPuskesmas

Pasal4

(1) BLUDPuskesmas merupakan unit kerja pada Dinas Kesehatan Kota
Banjarbaru yang menerapkan PPK-BLUD dan sebagai pelaksana
teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat
pertama;

(2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
pengelolaanya dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan
struktural.

Bagian Keempat
Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUDPuskesmas

Pasa1S

(1) Tujuan BLUDPuskesmas adalah: ,
a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarat;
b. puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan

sehingga pelayanan lebih responsif; .
c. puskesmas menjadi lebih akuntabel.dan efisien dalan pengelolaan

anggaran;
d. meoingkatkan kesejahteraan pegawai BLUD;

(2) Tugas BLUDPuskesmas adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan
perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
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(3) Fungsi BLUDPuskesmas adalah:
a. melaksanakan pelayanan kesehatan iperorangan tingkat pertama;
b. melaksanakan pelayahan kesehatan [masyarakat tingkat pertama;
c. melaksanakan rujukan keseha~ perorangan dan rujukan

kesehatan masyarakat; !
d. menyediakan data kesehatan. I

!
i

Bagian KelimaI
Kedudukan Pemerintah Daerah

I
I
I

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup,
kemajuan dan perkembangan BLUD Puskesmas sesuai yang
diharapkan dan diinginkan masyarakat.1

(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap
BLUDPuskesmas mempunyai kewenangan:
a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK-BLUD;
b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status PPK-BLUD;
c. menetapkan Keputusan dan Peraturan dalam penyelenggaraan

kegiatan operasional BLUDPuskesmas beserfa perubahannya atas
usulan BLUDPuskesmas; .

d. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan
Pengawas;

e. menjatuhkan sanksi kepada pegawai BLUDyang melanggar dan
memberikan penghargaan atas prestasi pegawaiBLUD;

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran
BLUD Puskesmas setelah di audit secara independen dan bukan
karena kesalahan dalam pengelolaannya.

(4) Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas kerugian pihak lain
termasuk pasien atau masyarakat .akibat kelalaian danj'atau
kesalahan BLUDPuskesmas dalam pengelolaannya.

Pasa16

BABIII
DEWANPENGAWAS

Bagian Kesatu
Pembentukan DewanPengawas

Pasal7

(1) BLUDyang memilild realisasi nilai omset tahunan menurut laporan
operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat
minimal, dapat dibentuk DewanPengawas.

(2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga)orang dan seorang di antara anggota
dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua DewanPengawas.

(3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah
anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh MenteriKeuangan.

(4) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan
Kepala.
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I
I
I

Bagian Kedua I
I

Tugas dan Kewajiban Dewf Pengawas

Pasal8 I

(1) Dewan pengawas bertugas melakukan Ipembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan BLUDyang dil~an oleh pejahat pengelola
sesuai dengan ketentuan peraturan penrdang-undangan.

(2) Dewan Pengawas berkewajiban: .
a. memberikan pendapat dan saran ke~ada Walikota mengenai RBA

yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
b. mengikuti perkembangan kegiatah BLUD dan memberikan

pendapat serta saran kepada Walikbta mengenai setiap masalah
yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Walikota tentan&kinerja BLUD;
d. memberikan nasehat kepada Ipejabat pengeloia dalam

Imelaksanakan pengelolaan BLUD; !

e. melakukan evaluasi dan penilaian kineIja baik keuangan maupun
Non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan
penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja,
(3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),kepada Waliko~ secara berkala paling sedikit
1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasa19

(1) AnggotaDewan Pengawas terdiri dari unsur:
a. Kepala Dinas Kesehatan;
b. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah; dan
c. Inspektorat.

(2) Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:
a. Seorang Ketua, merangkap anggota; .
b. Sekretaris, merangkap anggota;
c. Anggota.

Bagian Keempat
Masa Jabatan Dewan Pangawas

Pasa110

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat)
tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
berikutnya.

(2) AnggotaDewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh
Walikota.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),apabila:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya.dengan baik;
b. tidak dapat melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;atau
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d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tidak pidana
dan/ atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya
melaksanakan pengawasan atas BL~D.

I
Bagian Kelima I

Sekretaris Dewan pefawas

Pasalll I
I
i

(1) Walikota dapat mengangkat Sekre~s Dewan Pengawas untuk
mendukung kelancaran tugas Dewan!:~egawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimTa dimaksud pada ayat (1),
merupakan anggata Dewan Pengawas.

Bagian Keenaml
Pembiayaan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas
dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUDPuskesmas dan
dimuat dalam RBA. .

BABN
SUSUNANORGANISASIBLUPPUSKESMAS

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi BLUDPuskesmas

Pasal13

Pejabat pengelola BLUDPuskesmas terdiri dari:
a. Kepala;
b. Koordinator Keuangan;
c. Koordinator Teknis.

Bagian Kedua
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal14

(1) Komposisi pejabat pengelola BLUDPuskesmas terdiri dari:
a. Pemimpin, yang selanjutnya disebut pemimpin BLUD;
b. Pejabat keuangan yang membawahi bendahara, bagian umum dan

bagian perencanaan dan evaluasi;
c. Pejabat teknsi, yang membawahi bagian UKPdan bagian UKM.

(2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)ditetapkan oleh Walikota.
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i
i

Bagian Ketiga i
Pengangkatan Pejabat Ffengelola

I,
Pasal15 i

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD
Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (1), ditetapkan
berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
kemampuan dan keahlian yang dimiliki loleh pejabat pengelola BLUD
Puskesmas berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya,

(3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat seb~gaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan kepentingan BLUDPuskesmas untuk meningkatkan
kinerja keuangan dan non keuangan I berdasarkan kaidah-kaidah
man~emenyangbaik. '

Pasal16

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh
Walikota

Pasal17

(1) Kepala diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris
Daerah dan diangkat oleh Walikota.

(2) Masa jabatan Kepala 4 (empat) tahun; selanjutnya dapat diangkat
kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat
Persyaratan Sebagai Pejabat Pangelola

Pasal18

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin BLUD sebagai
berikut:
a. seorang Sarjana Kesehatan;
b. profesional;
c. berpengalaman sebagai KepalaPuskesmas paling sedikit 1 (satu) tahun;
d. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
e. mampu mengelola anggaran BLUD;
f. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh

Puskesmas; dan
g. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia

diaudit secara independen.

Pasal19

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Keuangan sebagai
berikut:
a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan

pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha BLUD
Puskesmas;

h. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup
pelayanan umum dan administrasi BLUDPuskesmas;
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c. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum
dan administratif serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan
keuangan BLUDPuskesmas yang sehat; I

d. berstatus PNS; I
e. minimal Golongan Ruang III/b; dan I
f. memenuhi syarat administasi kepegawaii'

!
Pasal20 I

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai p~abat Teknis sebagai berikut:
a. seorang dokter / dokter gigiyang memen~' kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan dan pengalaman di bidan pelayanan;
b. berkelakuan baik dan memiliki dedi si untuk mengembangkan

pelayanan yang profesionalisme; i
c. mampu melaksanakan koordinasi di Iingkup pelayanan puskesmas;
d. kesanggupan untuk meningkatkan i kualitas pelayanan dan

mengembangkan pelayanan di puskesmas;
e. berstatus PNS;dan
f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Bagian KeIima
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal21

(1) Kepala BLUDPuskesmas bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Kepala Dinas.

(2) Koordinatar Keuangan dan Koordinator Teknis bertanggung jawab
kepada Kepala BLUDpuskesmas.

Pasal22

Tanggungjawab Pemimpin BLUDmenyangkut hal-hal sebagai berikut:
a. kebenaran kebijakan dan atau regulasi yang berlaku di BLUD

Puskesmas;
b. kelancaran, keefektifan dana keefisienan pengelolaan keuangan dan

pelayanan umum BLUDPuskesmas;
c. peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat BLUD

Puskesmas bagi masyarakat;
d. pengembangan, pembinaan dan evaluasi pegawai yang berstatus Non

PNS;
e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan pelayanan BLUDPuskesmas beserta laporannya;
f. peningkatan dan pengembangan agar kelangsungan usaha bisnis BLUD

Puskesmas; dan
g. pengembangan sistem informasi di wilayah BLUDPuskesmas.

Pasal23

Tanggung jawab Pejabat Keuangan berkaitan dengan hal-hal sebagai
berikut:
a. keuangan dan pertanggungjawabannya;
b. ketatausahaan dan kepegawaian;
c. perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional dan kinerja pelayanan

BLUDPuskesmas; dan
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t

I
d. inventarisasi dan pengelolaan barang d1 aset BLUDPuskesmas.

iPasal24 I

Tanggung jawab Koordinator Teknis berkaitan dengan hal-hal .sebagai
berikut: 1
a. standarisasi pelayanan di Puskesmas; I
b. peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas;
c. peningkatan kualitas SDMdan sumber daya lain di Puskesmas;
d. pelaksanaan pelayanan di Puskesmas d~ jaringannya; dan
e. pencapaian pelayanan kesehatan berdas+rkan SPM BLUDPuskesmas

dan Bidang Kesehatan. I

Bagian Keenami
Hak dan Kewajban Pejabat Pengelola dan Pegawas BLUD

Paragraf 1
Hak Pejabat Pengelola

Pasal25

Hak Pejabat Pengelola sebagai berikut:
a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memperoleh jaminan/ asuransi kesehatan, ketenagakeIjaan (kematian

dan kecelakaan keIja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

c. memperoleh fasilitas pendukung keIja yang memadai; dan
d. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Paragaf2
Tugas dan Kewajlban Pejabat Pengelola

Pasal26

(1) Tugas dan Kewajiban Pemimpin BLUDsebagai berikut:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan

dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan BLUD
Puskesmas Kota Banjarbaru sesuai visi, misi dan tujuan organisasi,
serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;

b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
c. menyiapkan RBA;
d. menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan

keuangan berkala;
e. mempertanggungjawabkan kineIja operasional dan kineIja

keuangan BLUDPuskesmas;
f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD

Puskesmas; .
g. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan;
h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah

digariskan.
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(2) Kepala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)mempunyai kewepangan sebagai berikut:
a. menetapkan struktur organisasi dan tata ketja Puskesmas, lengkap

d .. tu Iengan rmcian gasnya; i
b. mengusulkan calon pejabat pengelolaJkeuangan dan pejabat teknis

kepada walikota sesuai ketentuan me~aluiKepalaDinas;
c. mengangkat dan memberhentikan pegawaiyang berstatus NonPNS

BLUDPuskesmas; I
d. menetapkan hal-hal yang berkaitanl dengan hak dan kewajiban

pegawaiBLUD;
e. menetapkan kebijakan kegiatan operasional BLUDPuskesmas;
f. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan Puskesmas

guna melaksanakan ketentuan dal+ peraturan internal dasar
maupun peraturan perundang-undangan;

g. mengusulkan keputusan dan P«rraturan Walikota beserta
perubahannya; [

h. mendatangkan ahli, konsultan atau: lembaga independen sesuai
keperluan; dan

i. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua
pejabat dibawahnya.

(3) Kepala dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggunjawab
umum operasional dan keuangan BLUD..

Pasa127

(1) Tugas dan KewajibanPejabat Keuangan sebagai berikut:
a. memimpin ketatausahaan BLUDPuskesmas;
b. mengelola SDMBLUDPuskesmas;
c. mengelola keuangan BLUDPuskesmas;
d. mengelola barang, aset tetap dan investasi BLUDPuskesmas;
e. perencanaan dan evaluasi BLUDPuskesmas; dan
f. menyediakan data.

(2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibantu oleh:
a. bendahara;
b. bagian perencanaan dan evaluasi; dan
c. bagian umum.

(3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)·mempunyai fungsi sebagai
penanggungjawab keuangan, pengelolaan SDMdan aset BLUD.

Pasa128

(1) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya

antara lain meliputi:
1. pelayanan rawat jalan;
2. pelayanan rawat inap;
3. persalinan
4. pelayanan laboratorium;
5. pelayanan obat;
6. pelayanan gizi;
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I
7. pelayanan pasien keluarga miskin;
8. pelayanan rekam medik; I
9. pengolahan limbah; I
10. pelayanan administrasi manajeln;
11. pelayanan ambulance;
12. pelayanan laundry;
13. pelayanan pemeliharaan prasar a puskesmas; dan
14. pencegahan pengendalian infeksir

b. menyusun perencanaan kegiatan te~!iS pelayanan UKP;
c. melakukan monitoring dan evaluasi laksanaan kegiatan UKP di

Puskesmas dan jaringannya berdasar SPM;
d. menyediakan data teknis pelayanan KP;
e. menyusun dan mengolah data SPMpelayanan UKP;
f. mempertanggungjawabkan kinerja o~rasional di bidangnya.
g. mengkoordinasikan pelayanan di ~skesmas dan jaringannya

antara lain meliputi: :
1. pelayanan kesehatan dasar; .
2. pelayanan kesehatan rujukan;
3. penyelidikan epidemiologidan kejadian luar biasa; dan
4. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

h. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKM;
i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di

Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
j. menyediakan data teknis pelayanan UKM;
k. menyusun dan mengolah data SPMpelayanan UKM; dan
1. mempertanggungjawabkan kinetja operasional di bidangnya.

(2) Koordinator Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
a. bagian UKP;
b. bagian UKM.

(3) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab
teknis dibidang masing-masing.

Paragraf 3
Hak, Tugas dan KewajibanPegawaiBLUD

Pasa129

(1) Hak pegawai BLUD sebagai berikut:
a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai PNS

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. mendapatkan gaji untuk pegawai non PNS sesuai ketentuan

peraturan perundang undangan yang :berlaku;
c. memperoleh jaminan/ asuransi kesehatan, ketenagaketjaan

(kematian dan kecelakaan kerja] : sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. memperoleh fasilitas pendukung keria yang memadai; dan
e. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
(2) Tugas dan kewajiban Pegawai yang berstatus PNS sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Tugas dan kewajiban pegawai yang berstatus Non PNS diatur dalam

Peraturan Walikota dan tertuang dalam S'urat Perjanjian Kerja.
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I
. I

Bagian Keenam]
Larangan dan P~mberhentian Pejabat petgeola dan PegawaiBLUD

Paragraf 1 I
Larangan dan Pemberhentian ijabat Pengelola

Pasal30 I
I

(I) Larangan bagi Pejabat Pengelola sebagai berikut:
a. menerima gratifikasi dari berbagai p!hJbk;
b. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
c. melakukan tindakan diskriminatif ter~!adap pegawai BLUD;
d. menjadi anggota dan/ atau pengurus artai politik atau organisasi

terlarang; dan
e. tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan

pekejaannya. i

(2) Alasan Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagai berikut:
a. berakhirnya masa periode keIja bagi Kepala;
b. berakhirnya masa tugas/ pensiun;
c. meninggal dunia;
d. mutasi atau promosi;
e. mengundurkan diri secara tertulis;
f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya;

dan
g. melakukan pelanggaranj tindak pidana penyelewengan, pencurian,

asusila dan/ atau tindak pidana Iainnya sebagaimana tercantum
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf2
Larangan dan Pemberhentian PegawaiBLUD

Pasa131

(1) Larangan dan pemberhentian pegawai yang berstatus PNSdisesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang
kepegawaian.

(2) Larangan bagi pegawai yang berstatus Non PNSsebagai berikut:
a. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. tidak melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban sebagaimana
tercantum dalam Surat PeIjanjian KeIja.

(3) Pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS diatur dalam
Peraturan Walikota dan Surat PeIjanjian Kerja.

BABV
PENGELOMPOKANFUNGSI

Bagian Kesatu .
Fungsi Pelayanan

Paragraf 1
Jabatan Fungsional

Pasa132
(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsionsl

yang terbagi atas berbagai kelampok jabatan fungsional sesuai bidang
dan keahliannya.
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(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan qeban kerja yang ada.

(3) Kelompok jabatan fungsional bertugas imelakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing,

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dia¥ tersendiri dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. I

I
I

Paragraf2 i
Puskesmas

Pasal33 I
I

(1) Puskesmas sebagai sub unit kerja BLUIskesmas mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kesehatan di wilayah kerj ya dalam rangka mendukung
terwujudnya kecamatan sehat sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Puskesmas dipimpin aleh seorang Kepala:Puskesmas.
(3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan
kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.

(4) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara UKPdan UKMtingkat
pertama di wilayah kerjanya.

(5) Puskesmas dalam menyelenggarakan UKP dan UKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara integrasi dan
berkesinambungan serta untuk mendukung pencapaian SPM BLUD
Puskesmas dan Bidang Kesehatan.

Pasal34

(1) Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dibedakan berdasarkan jenis pelayanan.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. pelayanan rawat inap; dan .
b. pelayanan rawat jalan.

Pasa135

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat
melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan.

Bagian Kedua .
Fungsi Pendukung Pelayanan

Paragraf 1
Batuan Pengawas Internal

Pasal36

Guna membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas dan tanggungawabnya
serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu dibentuk Satuan
Pengawas Internal (SPI).



17

Pasa137
i

(1) SPI ditunjuk dari orang yang menjlllilri pendidikan dan/ atau
pengalaman teknis sebagai pemeriksa Ylangbertugas melaksanakan
pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan BLUD
Puskesmas. -I

(2) SPI beranggotakan 3 (tiga)orang, sekur~g-kurangnya 1 (satu) orang.
(3) SPI bertanggungjawab kepada Kepala.
(4) SPIdiangkat dan ditetapkan oleh Kepala.

Paragraf2 !

Penegak DiSPtm!

Pasa138 I

(1) Guna mendukung kelancaran Kepala d~am melakukan pembinaan,
pengawasan, penilaian dan evaluasi kinerja pegawai BLUD, Kepala
BLUDPuskesmas mengusulkan petugas penegak disiplin.

(2) Petugas penegak disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Keputusan Kepala.

Paragraf3
Akreditasi

Pasa139

(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Puskesmas wajib dilakukan
akreditasi. .

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh lembaga
independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan. .

(3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan
keputusan, dan penerbitan sertifikat status akreditasi.

(4) Dalam hallembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi
Puskesmas dilaksanakan oleh komisi akreditasi Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(5) Kepala Dinas mengajukan permohonan akreditasi Puskesmas kepada
Dinas Kesehatan Provinsi.

(6) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)ketentuan
penyelenggaraannya sesuai peratuaran perundang-undangan.

Paragraf4
Sistem Informasi

Pasa140

(1) Puskesmas wajib melaksanakan sistem informasi Puskesmas.
(2) Sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diselenggarakan secara elektronik dan/ atau non elektronik paling
sedikit mencakup:
a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas danjaringannya;
b. survei lapangan;
c. laporan lintas sektor terkait; dan
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d. laporan jejaring fasilitas pelayanan keaehatan di wilayah keIja
Puskesmas.

(3) Sistem informasi Puskesnas meruPaklbagian dari sistem informasi
Dinas Kesehatan.

(4) Ketentuan pelaksanaan mengenai siste informasi Puskesmas sesuai
peraturan perundang-undangan.

BABVI I
PROSEDURKE IA

Bagian Kesatu
Tata KeIja

Pasal41

(1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD ~skesmas dalam pelaksanaan
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simpliftkasi yang bersifat vertikal,' horizontal dan diagonal di
Iingkungan sesuai tugas masimg-masingl

(2) Setiap pegawai wajib saling menjaga : kenyamanan dan kondusif
lingkungan keIja masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku. .

Pasal42

(1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila
teIjadi penyimpangan wajib mengambil Iangkah-langkah yang
diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang undangan.

(2) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan
memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing. :

(3) Setiap pimpinan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan! atau
substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua
Hubungan KeIja

Pasal43

(1) Hubungan keIja BLUDPuskesmas dengan Dinas Kesehatan.
a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk
kegiatan UKP, UKM,dan penggerakan pembangunan berwawasan
kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan BLUDPuskesmas;

b. BLUDPuskesmas melaksanakan kegiatan UKPdan UKM;
c. Dinas Kesehatan melaksanakan penggerakkan pembangunan
berwawasan kesehatan; .

d. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan
UKPdan UKMyang dilaksanakan oleh BLUDPuskesmas;

e. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM
dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;

f. BLUDPuskesmas menyusun RBA,disetujui Kepala Dinas sebagai
bagian dari RKADinas Kesehatan;

g. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kineIja dan keuangan
kepada Dinas Kesehatan; dan .

h. Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan
Masyarakat strata kedua. .
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i
(2) Hubungan kerja Puskesmas dengan Fa,ilitas Kesehatan Perorangan

Primer yang berada pada wilayah keIja skesmas:
a. puskesmas bermitra dengan Fasilitas ,esehatan perorangan primer

di wilayah keIjanya;
b. puskesmas mengkoordinir data kes hatan penduduk dan data

kesehatan dari berbagai Fasilitas Ke hatan perorangan primer di
wilayahnya.

(3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas ~engan Satuan Organisasi
Perangkat Daerah yang menangani uru!!p KB:
a. puskesmas melaksanaan pelayanan ~;
b. satuan KeIja Perangkat Daerah y~g menangani urusan KB

menyediakan alat kontrasepsi;
c. puskesmas menyampaikan laporan p layanan KB kepada Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang ~ urusan KB.

Bagian Ketiga !

Penilaian KineIja Pegawai

Pasal44

(1) Penilaian kinerja pegawaiyang berstatus PNS,usulan penilaiannya oleh
atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas.

(2) Penilaian kinerja pegawaiyang berstatus Non PNS,usulan penilaiannya
oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala BLUD
Puskesmas. .

(3) Penilaian kinerja Kepala BLUDPuskesmas, pejabat penilainya adalah
Kepala Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah.

BAB VII
PENGEWLAANSUMBERDAYAMANUSIA

Bagian Kesatu '
Pengelolaan, Pengangkatan, Penghargaan dan Sanksi Pegawai

Paragraf 1
Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal46

Pengelolaan Sumber Daya Manusia berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian
tujuan organisasi secara efisien, efektifdan produktif.

Paragraf2
Pengangkatan Pegawai

Pasal47

(1) Pengangkatan pejabat pcngelola dan pegawai yang profesionai sesuai
dengan kebutuhan.

(2) Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Non PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau
berdasarkan kontrak.
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(1) Pengangkatan pejabat pengelola dan I gawai yang berslatus PNS
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pega ai yang bcrstatus Non PNS
dilakukan berdasarkan pada prinsip efisi nsi, ekonomis dan produktif
dalam meningkatkan pelayanan.
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Pasal49

Paragraf2
Penghargaan dan ksi

BLUD Puskesmas menerapkan sistem imbP. jasa kepada pegawai yang
berprestasi atau berkinerja baik untuk motivasi dan produktivitas kerja
serta memberikan sanksi bagi pegawai yan~ tidak memenuhi peraturan
perundang-undangan. i

Bagian Kedua :
Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pasal50

(1) Kepala BLUDPuskesmas menyusun perencanaan kebutuhan pegawai
berdasarkan analisa kebutuhan pegawai atau beban keIja di
Lingkungan BLUDPuskesmas. .

(2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala
BLUD Puskesmas mengusulkan kebutuhan dan formasi pegawai
kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga .
Rekrutmen SDM

Pasal51

(1) Penerimaan pegawai yang berstatus PN$ dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. .

(2) Penerimaan pegawai yang berstatus Non PNS dilakulsan melalui
mekanisme rekruitmen dan prosedur yang berlaku.

(3) Seleksi pegawai Non PNS dilakukan dengan cara seleksi administrasi,
seleksi tertulis, seleksi wawancara dan: bila diperlukan melalui test
praktek, kesehatan dan psikotest. '

Bagian Keempat
Penempatan Sumber Daya Manusia

Pasal52

(1) Penempatan pegawai BLUDberdasarkankebutuhan atau beban keIja
BLUDPuskesmas. '

(2) Penempatan pegawai yang berstatus PNSditetapkan oleh Kepala Dinas.
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(3) Penempatan pegawai yang berstatus Nort PNS ditetapkan oleh Kepala
BLUDPuskesmas. I

I

Bagian Kalima II

Jenjeng Karier I

Pasal53 I
t

(1) Setiap pegawai berhak memperoleh dan ~eningkatkan jenjang karier.
(2) Jenjang karier sebagaimana dimaksud Ipada ayat (1) dapat berupa

kenaikan pangkat, kenaikan posisi Ijabatan, dan peningkatan
pendidikan.

(3) Jenjang karier sebagaimana dimaksud ps.da ayat (1)bagi pegawai yang
berstatus PNSketentuannya sesuai perat}rran perundang-undangan.

!
i

Pasal54

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) bagi
pegawai yang berstatus PNSmerupakan penghargaan yang diberikan atas
prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara
berdasarkan sistem kenaikan pangkat.

Pasal55

(1) Peningkatan pendidikan bagi pegawai yang berstatus PNSdiatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pegawaiyang berstatus NonPNSdapat melanjutkan pendidikan dengan
izin Kepala.

(3) Kegiatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas kerja
di BLUDPuskesmas.

Bagian Keenam
Masa Puma Tugas

Pasal56

(1) Masa puma tugas pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masa puma tugas pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan apabila
pegawai tersebut telah memasuki batas usia pensiun yaitu 58 (lima
puluh delapan) tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih
dibutuhkan.

BAB VIII
REMUNERASI

Pasal57

Remunerasi merupakan imbalan keIja yang dapat berupa gaji, tunjangan
tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau
pensiun.
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Pasa158

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalain Pasal57 diberikan kepada:
a. Pejabat Pengelola;
b. PegawaiBLUD;
c. Dewan Pengawas; dan
d. Sekretaris Dewan Pengawas.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai
dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang
diperlukan. I

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud d;am pada ayat (1) diberikan
dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUDPuskesmas.

(4) Ketentuan remunerasi sebagaimana ditfaksud pada ayat (1) diatur
d~ngan Peraturan Walikota berdasarkan psulan Kepala melalui Kepala
Dinas. !

!
I

BABIX
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pesa159

(1) Untuk menjamin ketersediaan, keteIjangkauan dan kualitas pelayanan
umum yang diberikan oleh BLUDPuskesmas, Walikota menetapkan
SPMdengan Peraturan Walikota.

(2) SPMsebagaimana dimaksud pada ayat (1),diusulkan oleh KepalaBLUD
Puskesmas melalui Kepala Dinas.

(3) SPMsebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempertimbangkan kualitas
layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk
mendapatkan layanan.

(4) SPMminimal hams memenuhi persyaratan:
a. fokus pada jenis pelayanan;
b. terukur;
c. dapat dicapai;
d. relevan dan dapat diandalkan; dan
e. tepat waktu.

(5) Fokus padajenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf
a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya
tugas dan fungsi BLUDPuskesmas. .

(6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan
kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan.

(7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf c, merupakan
kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai
kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat
dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUDPuskesmas.

(9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf e, merupakan
kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
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I
BABX I

TARIF LAYANAN
!
!

Pasal60 I
I

(1) BLUDPuskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai
imbalan atas barang dan/ atau jasa Iayanrn yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan/ atau jasa lay;ptan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk F£ yang disusun atas dasar
r~~~gan biaya satuan per unit laydananatau hasil per investasi

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil
yang wajar dari investasi dana dan tuk menutup seluruh atau
sebagian dari biaya per unit layanan. I

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa
besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis Iayanan.

(5) Tarif Iayanan diusulkan oleh Kepala BUUDkepada walikota melalui
KepalaDinas. .

(6) Tarif Iayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),ditetapkan dengan
Peraturan Walikotadan disampaikan kepada DPRD.

(7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
mempertimbangkan:
a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
b. daya beli masyarakat;
c. azas keadilan dan kepatutan; dan
d. kompetisi yang sehat.

(8) Peraturan Walikotamengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan
sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

(9) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8),dapat dilakukan
secara keseluruhan maupun per unit layanan.

(10) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8)dan ayat
(9),berpedomam pada ketentuan ayat (5)sampai dengan ayat (7).

BABXI
PENGEWLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pendapatan

Paragraf 1
SumberPendapatan

Pasal61

Pendapatan BLUDPuskesmas bersumber dari:
a. jasa layanan dari dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
b. hibah;
c. retribusi yang sah sesuai Perda; dan
d. lain-lain pendapatan BLUDyang sah.

Pasal62

(1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal61 huruf a adalah imbalan yang diperolehdarijasa layanan
yang diberikan kcpada masyarakat baik secara fee for service dan/ atau
secara kapitasi.
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(2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat
yang diperoleh dari Pemerintah, masyarakat atau badan lain baik
berupa dana maupun barang dan/ atau jaF yang dinilai dengan satuan
mata uang. !

(3) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimapa dimaksud dalam Pasal 61
huruf f antara lain: •.1
a. hasil penjualan kekayaan yang tidak ciipisahkan;
b. hasil pemanfaatan kekayaan; !

c. jasa giro; I
d. pendapatan bunga; ,
e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
f. komisi, potongan ataupun bentuk lain ~ebagai akibat dari penjualan

dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa; dan
g. hasil investasi. I

!

Pasal63

(1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali
yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk
membiayai belanja BLUDPuskesmas sesuai RBA defmitif.

(2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 61 huruf a,
huruf b, huruf c, dan huruf d dilaparkan sebagai jenis lain-lain
pendapatsn asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD
Puskesmas.

Pasal64

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal62 ayat (2)diperlakukan
sesuai peruntukannya.

Paragraf2
Pelaporan Pendapatan

Pasal65

(1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dilaporkan
kepada PPKDsetiap triwulan.

(2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Biaya

Paragraf 1
Struktur Biaya

Pasal66

(1) Biaya terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang
dituangkan dalam RBA defmitif.

(2) Biaya merupakan biaya operasianal dan biaya non operasional.
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Pasa167

(1) Biayaoperasional sebagaimana dimaksud IdalamPasal66 ayat (2)terdiri
dari: I
a. biaya pelayanan; I
b. biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari:
a. biaya pegawai;
b. biaya bahan;
c. biaya jasa gelayanan;
d. biaya pemeliharaan;
e. biaya, daya dan jasa;
f. biaya pelayanan lain-lain.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari: I

a. biaya pegawai;
b. biaya administrasi kantor;
c. biaya pemeliharaan;
d. biaya barang dan jasa;
e. biaya promosi;
f. biaya umum dan adminstrasi lain-lain.

Pasal68

Biaya Non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2),
terdiri dari:
a. biaya bunga;
b. biaya administrasi bank;
c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
d. Maya kerugian penurunan nilai; dan
e. biaya Non operasionallain-lain.

Paragraf2
AmbangBatas

Pasa169

(1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan
dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBAyang telah
ditetapkan secara defmitif.

(3)Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat
(1), hanya berlaku untuk biaya BLUDyang berasal dari pendapatan
selain dari APBN,APBDdan hibah terikat.

(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUDmengajukan usulan
tambahan anggaran dari AFBDkepada FPKDmelalui Kepala Dinas.
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Pasal69

(1) Ambang batas RBAsebagaimana dimaksud dalarn Pasal 68 ayat (2),
ditetapkan dengan besaran persentase. I

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
dengan mempertimbangkan fluktuasi ke~atan operasional BLUD.

(3) Besaran persentase sebagaimana dimak~Udpada ayat (2), ditetapkan
dalamRBA. :

(4)Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimsksud pada ayat (1),
merupakan kebutuhan yang dapat dipreffiksi, dapat dicapai, terukur,
rasional dan dapat dipertanggungiawabkan.

I
Bagian Ketiga i

Perencanaan dan Pengahggaran
!,

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal70

(1) BLUDPuskesmas menyusun Renstra Bisnis BLUD.
(2) Renstra Bisnis BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1),mencakup

visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja,
rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksikeuangan lima tahunan
BLUDPuskesmas.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran
yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang ingin diwujudkan.

(4) Misisebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat sesuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat
program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima)tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau mungkin timbul.

(6) Penguikuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan
pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas
faktar-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya
kinerja tahun berjalan.

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima)
tahun.

(8) Proyeksikeuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima)
tahun.

Pasal71

Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1)
dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBAdan evaluasi kinerja.
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Paragaf2
Penganggaran

Pasal72

(1) BLUDPuskesmas menyusun RBAtahunrn yang berpedoman kepada
Renstra Bisnis BLUD. I

(2) Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis
kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan,
kebu~~ pend~aan dan kemampuan pendapatan yang diperdakan
akan diterima dan masyarakat, badan lam, APBD,APBNdan sumber
sumber pendapatan BLUDPuskesmas laihnya.

Pasal73

RBA merupakan penjabaran lanjut dari program dan kegiatan BLUD
dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal74

(1) RBAmemuat;
a. kinerja tahun berjalan;
b. asumsi makro dan mikro;
c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
e. perkiraan harga;
f. perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan;
g. anggaran;
h. prognosa laporan keuangan;
i. perkiraan maju ifonuard estimate); dan
j. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan
program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran
yang akan dihasikan.

Pasal75

(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi
kinerja, perbandingan RBAtahun berjalan dengan realisasi, laporan
keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut dengan
pencapaian kinerja tahun berjalan.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi pertumbuhan
ekonomi,nilai kurs, asumsi tarif, volumepelayanan, dan pendapatan.

(3) Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan sasaran,
indikator, target kinetja meliputi perkiraan pencapaian kinerja
pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan
serta pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang
direncanakan.
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(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit
penyediaan barang dan/ atau jasa pelayatnan yang diberikan, setelah
memperhitungkan seluruh komponen IBiaya dan volume barang
dan/ atau jasa yang akan dihasilkan. !

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud ~alam Pasal 73 ayat (1) huruf
e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah
memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang
ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan,

(6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalaJ. Pasal 73 ayat (i) huruf g,
merupakan rencana seluruh kegiatan ~'unan yang dinyatakan dalam
satuan uang yang tercermin dari rencana [pendapatan dan belanja.

(7)Prognosa laporan keuangan sebagaimana 1imaksud dalam Pasal 73 ayat
(i) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan
seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/Iaporan operasional,
neraca dan laporan arus kas. '

(8) Perkiraan maju iforward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 ayat (2) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui
dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal76

(1) RBAdisusun dan dikonsolidasikan dengan RKADinas.
(2) RBAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA

Unit KeIja.

Pasal77

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKADinas.

(2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada PPKD.

Pasal78

RKADinas beserta RBAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2)
disampaikan oleh PPKDkepada TAPDuntuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal79

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan
berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal80

(1) RBAyang telah dibahas dan diverifikasi TAPDsebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77, disampaikan kepada PPKDuntuk dituangkan dalam
rancangan APBD.

(2) Berdasarkan APBD yang telah diterapkan, Kepala melakukan
penyesuaian terhadap RBAuntuk ditetapkan menjadi RBAdefmitif.
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(3)RBAdefmitifdigunakan sebagai dasar penyusunan DPAuntuk diajukan
kepada PPKDmelalui Dinas. I

!
Bagian Keempa~

Pelaksanaan An~

Paragraf 1 I
Pelaksanaan RBt

I

Pasal81 I

Pelaksanaan RBAsesuai dengan ketentuan ~ang ditetapkan berdasarkan
masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

I
I
I

Paragraf2 I
DPADinas

Pasal82

(1) DPApaling sedikit mencakup:
a. pendapatan dan belanja;
b. proyeksi arus kas; dan
c. jumlah dan kualitas jasa dan/ atau barang yang akan dihasilkan.

(2) PPKDsesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPADinas setelah
APBDdisahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

(3) Pengesahan DPA Dinas berpedoman pada peraturan perundang
undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal DPA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
disahkan oleh PPKD,BLUDPuskesmas dapat melakukan pengeluaran
uang paling tinggi sebesar angka RBAtahun sebelumnya.

Pasal83

(1) DPADinas yang telah disahkan oleh PFKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 80 ayat (2)menjadi dasar penarikan dana yang bersumber
dariAPBD.

(2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan
untuk belanja pegawai,belanja barang dan/ ataujasa dan belanja modal
dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayaryang diketahui
oieh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Kas

Pasal84

(1) BLUDPuskesmas menyelenggarakan pengelolaan kas yang meliputi
transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUDPuakesmas Kota
Banjarbaru.

(2)Dalam pengelolaan kas, BLUDPuskesmas menyelenggarakan:
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;



30

b. pemungutan pendapatan atau tagihan; i
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
d. pembayaran; i
e. perolehan sumber dana untuk menutup defisitjangka pendek; dan
f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan. I

I
Bagian Kelima !

PengelolaanPiutang d~ Utang

Pasal85 I
I
;

(1) BLUD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa, dan/ atau trlmsaksi yang berhubungan
langsung maupun tidak langsung dengan !kegiatanBLUDPuskesmas.

(2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat
memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Investasi

Pasa186

(1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD
Puskesmas.

(2)Investasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1),berupa investasijangka
pendek dan investasi Jangka panjang.

(3) BLUDPuskesmas tidak dapat mclakukan investasi jangka panjang,
kecuali atas persetujuan Walikota.

Bagian Ketujuh
Kerjasama

Pasal87

(1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD Puskesmas dapat
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi, efiektifitasdan ekonomis.

(3) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD Puskesmas Kota
Banjarbaru dan dapat dipergunakan secara Iangsung untuk membiayai
belanja sesuai RBA.

Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit

Pasa188

(1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan
dan realisasi belanja BLUDPuskesmas pada satu tahun anggaran.
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(2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran
berikutnya, kecuali atas permintaan kepalb daerah disetorkan sebagian
atau seluruhnya ke kas daerah dengaIil mempertimbangkan posisi
likuiditas BLUD. i

;

Pasal89

(1) Defisitanggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan
dengan realisasi belanja Puskesmas pada lsatu tahun anggaran.

(2) Defisit anggaran BLUDdapat diajukan usulan pembiayaannya pada
tahun anggaran berikutnya kepada PPKD~

i

Bagian Kesembil~
Penatausahaan Keuangan

,

Pasal90

(1)Penatausahaan keuangan BLUDPuskesmas paling sedikit memuat:
a. pendapatan/biaya;
b. penerimaarr/pengeluaran;
c. utang/ piutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas dana.

(2) Penatausahaan keuangan BLUDPuskesmas didasarkan pada prinsip
pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan secara tertib,
efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal91

(I) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 92 ayat (1)dan ayat (2)penyelenggaraannya dilaksanakan
oleh Pejabat Keuangan, Bendahara dan hams dijabat oleh PNS.

(2) Pejabat Keuangan dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
ditunjuk oleh Kepala dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala.

Bagian Kelima
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggangjawaban

Paragraf 1
Akuntansi

Pasal92

(1) BLUDPuskesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan aleh
asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang
sehat

(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)menggunakan basis akruaI dalam pengakuan
pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.
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Pasal93

(1) Dalam rangka penyelenggaraan akun$si dan laporan keuangan
berbasis akrual ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2)Kepala
menyusun kebijakan akuntansi yang Iberpedoman pada standar
akuntansi yang berlaku/ sesuai jenis layrultannya.

(2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimak~ud dalam ayat (1)digunakan
sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, ~ndapatan dan beban dengan
ditetapkan olehWalikota.

Paragraf2
Pelaporan dan pertanggungjaWjban Keuaagan

Pasal94

(1) Laporan keuangan BLUDPaskesmas terdiri dari:
a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan
Biaya BLUDselama satu periode;

c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan
aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/ atau
pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

d. catatan atas iaporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau
rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa ekstemal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap triwulan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan
laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKDmelalui kepala
Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan
berakhir.

(4) Setiap semester dan tahunan BLUD Puskesmas menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai laporan kinetja kepada PPKD melalui Kepala Dinas paling
lambat 2 (dua) bulan seteIah periode pelaporan berakhir.

(5) Penyusunan laparan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar
akuntansi pemerintahan.

BAB XIII
PENGELOLAANSUMBERDAYALAIN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Barang

Pasal95

(1) Pengelolaan sumber daya lain yang berupa barang diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dimanfaatkan
seoptimal mungkin untuk kepentingan pelayanan dan kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUDPuskesmas.
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Bagian Kedua !

PengadaanBarangjjasa
I

Pasa196

(1) Pengadaan barangj jasa pada BLUDPuskesmas dilakukan berdasarkan
prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adiljtidak diskriminatif,
akuntabel dan praktek bisnis yang sehat. !

(2) Pengadaan barangfjasa pada BLUDPuskesmas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi
pengadaan barangjjasa pemerintah, ~ecuali untuk jenjang nilai
pengadaan barangfjasa. i

(3) Jenjang nilai pengadaan barangjjasa sebagaimana dimaksud pada ayat
I

(2)pada BLUDPuskesmas diatur dengan Peraturan Walikota.
I

BABXIV
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Lingkungan

Pasal97

(1) BLUD Puskesmas wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan
lingkungan.

(2) Kesehatan Iingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada
kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan
keselamatan di lingkungan BLUDPuskesmas.

(3) Tata laksana penyelenggaraan kesehatan lingkungan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang terkait.

BagianKedua
PengelolaanLimbah

Pasal98

(1) BLUDPuskesmas wajibmenyelenggarakanpengelolaan limbah B3 atau
medis.

(2) Limbah B3 atau medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pengelolaannya dapat dilakukan dengan mempekeIjakan pihak lain
melalui perjanjian keIjasama.

(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berbentuk badan
usaha atau orang perseorangan yang memiliki sertiflkat, keahlian atau
izinpengolahan Iimbah B3 atau medis.

(4) Pengelolaan limbah B3 atau medis ketentuanya sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BABXV
PEMBINAANDANPENG~WASAN

I
Bagian Kesatu I
Pembinaan I

iPasa199
I

(1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas yang
mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan kesehatan.

(2) Pembinaan keuangan Puskesmas oleh PP~.
i

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal100

Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BABXVI
EVALUASIDANPENILAIANKINERJA

Pasa1101

(1) Evaluasi dan penilaian KineJja BLUD Puskesmas dilakukan oleh
WaliKotaBanjarbaru terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD
sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUDdan RBA.

BABXVII
KETENTUAN LAN-LAIN

Pasal102

(1) Perubahan ketentuan Tata Kelola BLUDPuskesmas dapat dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dengan alasan tertentu.

(2) Perubahara Tata kelola Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3)Mekanisme perubahan tata kelola BLUDPuskesmas sebagaimana pada
ayat (1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
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BABXVIII
PENUTUP

Pasal103

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarbaru. I

i
di Banjarbaru
al 2 ).C;UGGllS 2017

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 2 .AgllStus 2017
SE
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